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Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganamya dan 
meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum 
jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. 
Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah 
memberikan kredit. Selain itu, bagi pernbangunan ekonomi negara, kredit 
merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti 
perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan. 
Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah 
dalam pengembangan usahanya. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk 
jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jamhan yang paling 
di sukai bank adalah jaminan kebendaaa Salah satu jenis jaminan kebendaan 
yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga 
jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak di pergunakan oleh 
masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada jurisprudensi. 
Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam 
perjalanannya sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat, fidusia 
dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut 
mengenai lembaga jaminan fidusia menjamin semalcin penting. Setidaknya karena 
beberapa M, antara lain ketidakjelasan konsep mengenai abjek fidusia, masih 
kaburnya karakter fidusia, belum singkronnya prinsip-prinsip perundang- 
undangan yang mengatur lembaga jaminan, kesimpang siuran hak kreditor 
manakala nasabah atau debitor wanprestasi. Sekarang jaminan fidusia telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tetapi 
ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja dipersoalkan. Dalam Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak dinyatakan secara 
tegas benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan 
pembebanan fidusia. Hanya saja ditentukan ruang lingkup berlakunya Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, berdasarkan 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa 
objek jaminan fidusia menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda 
tidak bergerak yang dimaksudkan adalah bangunan yang ti& dapat dibebani 
dengan hak tanggungan yaitu bangunan diatas tanah milik orang lain. Sekarang 
jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. Tetapi ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja 
dipelwalkan. 



KATA PIENGANTAR 

Assalammu'alaikum Wr. Wb. 

Alhamdul'illahirabbi5alamien. Segala puji bagi Alloh SWT yang selalu 

melimpahkan rahmat kepada setiap ciptaan-Nya. Dengan limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya pula, penulis dengan rasa bangga, bahagia dan bersyukur dapat 

menyelesaikan sebuah sumbangsih pemikiran dalam bentuk thesis guna meraih gelar 

Magister Hukum pada Program Pas-ana (S-2) Fakultas Hukurn Universitas 

Islam Indonesia. 

Thesis ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap ketidakjelasan 

konsep mengenai objek fidusia, masih kabumya karakter fidusia, belum singkronnya 
- - - - - -  - 

prinsip$rinsip +dai~~-und&~an yang mengatur lembaga jaminan, kesimpang 

siuran hak kreditor manakala nasabah atau debitor wanprestasi 

Keseluruhan thesis ini bukan b e d  dari usaha penulis semata, namun juga 

didukung oleh bantuan dan motivasi dari pembimbing, penguji, saudara, sahabat serta 

kawan seperjuangan. 

Untuk pertarna kalinya penulis menghaturkan terimakasih yang nilainya tiada 

tara kepada ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hurn. Beliau bagi penulis adalah sosok yang 

hebat dan profesional di bidang hukurn. Sungguh suatu kehormatan bagi penulis 

karena mendapatkan kesempatan melakukan diskusi, bimbingan, serta sharing 

dengan beliau. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan 

meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang h u b  jaminan. Hukum 

jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. 

Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah 

memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit 

merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti 

perkreditan mempunyai arti penting dalarn berbagai aspek pembangunan seperti 
- - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - 

bidang perdagangan, perindustrim, perumahan, transportasi, dan sebagainya. 

Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah 

dalam pengembangan usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana 

pemupukan modal bagi rnasyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil 

uang (kredit atau pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak dapat di pisahkan 

dari kehidupan bisnis. Memang sangat sulit untuk melepaskan dunia bisnis tanpa 

pinjaman kredit bank, sebagaimana dikatakan O.K. Brahan "Ons huidige 

economische leven is niet meer denkbaar zonder bedietverlenting". Bagi 

perbankkan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu 

mengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dalam 



pengembaliannya. Unsur pengamanan (safety) adalah salah satu prinsip dasar 

dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (suitability) dan keuntungan 

(profitability). Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankkan dilakukan 

dengan pengikatan jaminan. 

Secara garis besar, dikenal dua macarn bentuk jaminan yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling di sukai bank adalah 

jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam 

hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda 

bergerak, jaminan fidusia banyak di pergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu 

eksistensi fidusia didasarkan kepada jurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia 

sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam perjalanamya sebagai 

lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat, fidusia dapat menimbulkan 

persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai lembaga 

jaminan fidusia menjamia semakin penting. Setidaknya karena beberapa hal, 

antara lain ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia, masih kaburnya 

karakter fidusia, belurn singkronnya prinsip-prinsip perundang-undangan yang 

mengatur lembaga jaminan, kesimpang siuran hak kreditor manakala nasabah 

atau debitor ~ a n ~ r e s t a s i . ~  

Ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia dGat d i l i i t  sejak lahirnya 

' http:www.library@libunair.ac.id, Perlindungan Huhm Bagi Bank Pada Pembebanan 
Jaminan Fidusia Atm Obyek Kendaraan Bermotor, tanggal 20 Oktober 2009. 

Muhammad Djumhana, 2006, HuRum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, him. 233. 



fidusia, sampai di aturnya jaminan fidusia dalam undang-undang. Pada awalnya, 

lembaga fidusia yang dikenal dalam Hukurn Romawi dengan namaJiducia cum 

creditore. Dalam perjanjian Jiducia cum creditore, barang-barang debitor 

diserahkan dalam pemilikan kreditor. Barang-barang yang menjadi objek Jiducia 

cum creditore pada saat itu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak 

bergerak. Walaupun barang-barang tersebut diserahkan kepada kreditor oleh 

debitor, kreditor tidak dapat berbuat beba~ .~  

Maksud peralihan milik barang adalah untuk memberikan jaminan kepada 

kreditor atas ketaatan debitor. Apabila debitor telah memenuhi kewajibannya, 

kreditor menyerahkan kembali barang-barang jaminan kepada debitor. Mahadi 

mengatakan, menurut hukum romawi, dengan fidusia dimaksudkan peristiwa 

seorang debitor menyerahkan suatu benda kepada kreditornya dengan 
- - - - - - -- - -p -- --- --- -- -- - 

mengadakan jual beli pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari 

kreditor tersebut setelah hutang dibayar, jadi sebangsa gadai. Ketidakjelasan 

objek fidusia selalu menjadi persoalan baik dikalangan yurisprudensi, doktrin 

maupun praktik perbankan. Jadi, lembaga fidusia ini adalah lembaga jaminan 

yang lahir dari hasil penemuan hukum oleh hakim, sebagai akibat dari sempitnya 

pengaturan gadai (pa@ dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, berbeda 

pengertiannya denganfiducia cum creditore dalam masyarakat  oma ad 

Oey Hoey Tiong, 1984, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, hlm. 35. 

Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5. 



Sekarang jaminan fidusia telah diatur dalarn Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Jaminan Fidusia). Tetapi ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja 

dipersoalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, tidak dinyatalcan secara tegas benda-benda apa saja yang dapat dijadikan 

jaminan hutang dengan pembebanan fidusia. Hanya saja ditentukan ruang lingkup 

berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Narnun, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat 

disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia menjadi benda berg& dan benda 

tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksudkan adalah bangunan yang 

- tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan diatas tanah milk 

omglain. - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Fidusia, salah satu I 

penyaji makalah dari Hakim Agung masih mempertanyakan apakah bangunan 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan merupakan benda tidak bergerak. 

Selanjutnya, Hakim Agung tersebut menunjuk pada putusan Mahkamah Agung 

Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 197 1, yang amar putusan antara lain 

untuk menyerahkan gedung kantor kepada penggugat asal (Lo Ding Siang). 

Pendapat lain mengatakan objek fidusia terlalu luas. Ada pula yang menginginkan 

bahwa objek fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar.' 

Widjaja Guuawan dan Yani Ahmad, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 140. 



Apabila diperhatikan puhlsan pengadilan dan perundang-undangan 

tersebut di atas, belum terdapat kejelasan clan kepastian mengenai objek fidusia. 

Persoalan ini terletak kepada kelemahan pengaturan hukum jaminan yang bersifat 

parsial. Menurut Mariarn Darus, pembahaman hukum jaminan secara parsial 

mengandung bahaya. Kadar bahaya tersebut terdapat pada sebagian hukum 

jaminan seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, yang tidak berada dalam satu si~tem.~ 

Selanjutnya, dikatakan bahwa penerapan yang saiing tidak terkait akan 

membuat sistem tersebut menjadi rumit, sulit dirnengerti dan akhirnya 

ditinggalkan orang. Persoalan ketidakjelasan objek fidusia dilihat dari segi sistem, 

disebabkan oleh belum terbentuknya sistem hukum benda nasional sebagai induk 

dari - hukurn - jaminan. - Akibatnya, tidak terdapat kesinkronan atas hukum yang 
- - -- - -- - --- - -- - -- - --- -- 

mengatur jaminan fidusia. Pennasalahannya, kepada sistem hukum yang mana 

jaminan fidusia harus tunduk. Apakah kepada sistem hukum benda menurut 

KUHPerdata atau hukum adat atau ramuan antara keduanya dengan tidak 

melupakan pengaruh sistem anglo sakson. 

Menyusul putusan HR dalam kasus Hakkerrs van Tilburg Arrest tanggal 

21 Juni 1929, N.J. 1929, p. 1096 yang menetapkan fidusia atas mobil. Secara 

singkat kasus tersebut adalah Hakkers, seorang pengusaha penyewaan mobil 

mewah (Luxe-autoverhuwonderne~er) di Denhaag merninjam uang kepada 

seorang pelepas uang (degeldschieter). Sebagai jaminan diserahkan mobil secara 

Widjaja Gutlawan dan Yani Ahmad, Zbid, hlm. 141. 



fidusia. Hakkers melalakin kewajibannya dan pihak pelepas uang menuntut 

penyerahan mobil tersebut sebagai pemiliknya. Hakker menolak dengan alasan 

kebatalan pengalihan karena ini merupakan pengadaian tersembunyi (nietigheid 

van de overdracht omdat deze een verkapte verpanding zou zijn). HR 

memberikan putusan dengan petimbangan sebagai berik~t:~ 

1. Bahwa ketentuan dalam Bab Kesembilan belas Buku 11 BW Belanda memang 

mengatur mengenai perjanjian gadai, tetapi lingkupnya tidaklah menghalangi 

para pihak jika mereka menganggap suatu perjanjian gadai tidak cocok bagi 

hubungan diantara mereka, kemudian membuat suatu perjanjian lain dimana 

debitor berdasarkan perjanjian itu sebagai jaminan bagi pembayaran hutang 

hams mengalihkan barang bergerak miliknya dengan janji bahwa barang itu 

tetap berada - pada debitor. - 

- - - - --- - - - -- -- 

2. Bahwa karena itu perjanjian semacam ini yang telah dibuat para pihak tidak 

bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam bab tersebut diatas dan 

juga tidak merupakan penyelundupan terhadap ketentuan tersebut. 

3. Bahwa karena itu tidak dapat dimengerti, mengapa suatu perjanjian seperti itu 

tidak memberkin alas hak yang sah bagi pengalih milk (waarom uit anderen 

hoofde een overeenkomst als voormeld niet zou opleveren een rechtsgeldige 

title van eigendomsovergang). 

' http: www.l~rary@ibunair.ac.id, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Terjadi 
Pengalihan Benda Jaminan Fidusia, tanggal 20 Oktober 2009. 



Dalam putusan diatas terlihat bahwa objek fidusia masih merupakan 

benda bergerak (mobil). Dengan putusan-putusan HR tersebut, menurut O.K. 

Brahn, de kredietverlening met zekerheidstelling &or m i U e  van jiduciaire 

eigendom ging een enorme vlucht nemen. Ber-kan pendapat ini, terlihat 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengalami perkembangan yang luar 

biasa cepat. Hanya saja objeknya masih berkisar pa& benda bergerak. Asas 

hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum 

di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketidaksinkronan pengaturan asas 

hukum dalarn jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya akan 

menyulitkan penegakan hukum jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia tidak 

-- - - 
dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam 

p&Ik perbankan, ~~-~ - ~ fidusia ~- ~ sangat ~~- ~ 

digemari dan populer karena &pat memenuhi 
- -  -- - - -  - - - -  - -  - - 

kebutuhan masyarakat. 

Lahirnya fidusia adalah karena hakim atas desakan kebutuhan masyarakat 

melakukan suatu rechtminding yaitu menemukan hukum baru. Oleh karena itu, 

ada yang mengatakan bahwa hukum fidusia sebagai hukum hakim. Dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 dan 

penjelasannya dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung resiko. 

Salah satu cara mengatasi resiko adalah menetapkan jaminan (collateral) dalam 

analisis pemberian kredit. Sehubungan dengan hal ini Nicholas A. Lash 

mengatakan bahwa : "in order to control loan risk, banks often require collateral. 

Selanjutnya dikatakan bahwa : "when entering into a secured transaction, the 



bank takes a security in assets to secure the obligation to repay the loan".8 

Jaminan yang diminta bank dapat berupa jamian pokok dan jaminan 

tarnbahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai 

dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan 

nasabah debitor. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan barang tidak 

bergerak, seperti bangunan atau rumah, mobil, stok barang dagangan, inventaris 

perusahaan, mesin-mesin di pabrik, dan sebagainya. Salah satu pengikat jaminan 

atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan 

jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia hams diteliti secara hati-hati karena 

dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum 

dalam Pad1977 ~UHPerdata? 

Bank sebagai lareditor jaminan fidusia memiliki kepentingan atas jaminan 

fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus. Perjanjian jaminan fidusia adalah 

perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah 

atau debitor wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil 

penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek 

jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah atau debitor tidak sanggup 

melunasi utangnya. 

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada 

kekayaan benda bergerak yang berwujud, dalam bentuk benda-benda dalam 

Ibid, h h  178. 

Widjaja Gunawan clan Yani Ahmad, Zbid, hlm. 138. 



persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan 

bermotor. Narnun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan 

dunia usaha, serta perlunya kepastian hukurn bagi pihak kreditor yang 

memberkin pinjaman, maka melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jarninan Fidusia, Pemerintah mencoba untuk merangkum seluruh 

kebutuhan akan pranata yang telah diatur dalam hukurn positif (sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dapat 

dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia tmebut, objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang sangat luas 

yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak 

berwujud, melainkan juga benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 
- - -- -- -- - - - - 

hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan dan ~ i ~ o t e k . "  

Perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. 

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah 

suatu perjanjian pinjam meminjam. Benda yang dapat dijadikan objek jaminan, 

khususnya jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta adalah 

kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (truk 

'O Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Zbid hlm. 8. 



gandeng).ll 

Perjanjian Jaminan Fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan 

kebendaan yang nantinya melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan ini lahir 

setelah perjanjian jaminan fidusia didaftarkan kepada Kantor Pendaftatan Fidusia. 

Apabila perjanjian jaminan fidusia ini tidak didafbikan, maka hak kebendaan 

tidak akan lahir dan akibatnya adalah penerima fidusia hanya berkedudukan 

sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferent. 

Sehingga bank selaku kreditur atau penerima fidusia hanya dijamin 

dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 BW. Adanya 

pengatwan ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk 

melindungi pars pihak dalam perjanjian fidusia, khususnya penerima fidusia 

karena penyerahan objek jaminan fidusia dilakukan secara constitutum 
- - - - 

possessorium. 

Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia rentan dilakukan oleh 

pemberi fidusia, karena objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan 

pemberi fidusia. Oleh karena itu Undang-Undang Jaminan Fidusia memberkin 

sanksi yang tegas bagi pemberi fidusia yang melakukan larangan-larangan yang 

diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Upaya Hukum yang dapat 

ditempuh apabila debitur wanprestasi berdasarkan pasal 29 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia adalah : 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial, yaitu bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia 

" Surat Keputusan Direksi PT BPR Candra Mukti Artha Nomor 12lSK-DIR/II/2009 tentang 
P e r a m  Agunan Kredit. 



dicantumkan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima 

fidusia sendiri melalui pelelangan umurn serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan. 

3. Penjualan di bawah tangan yang dilalcukan berdasarkan kesepakatan pemberi 

dan penerima fidusia jika dengan cara dernikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Ketentuan ini merupakan ketentuan bemyarat artinya ketentuan tersebut 

baru berlaku apabila syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut dipenuhi, 

yaitu syarat bahwa debitur atau pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi. 

Upaya hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian jaminan fidusia, khususnya bagi bank sebagai kreditur atau penerima 

fidusia. 

Seketika bank menerima objek jaminan fidusia, tidak perduli berapapun 

nilainya, sebaiknya bank langsung m e n e k a n  perjanjian jaminan fidusia 

tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga bank mendapatkan 

perlindungan maksimal karena berkedudukan sebagai kreditur preferent. 

Sehingga apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, bank selaku 

kreditur preferent dapat menuntut haknya seperti yang telah diatur oleh Undang- 

Undang. Lagipula, dana yang ada pada bank yang disalurkan kepada nasabah 



(debitur) adalah dana dari nasabah penyimpan dana, sehingga sudah menjadi 

kewajiban dari bank untuk melindungi dana tersebut yaitu dengan cara 

memastikan kedudukannya selaku kreditur preferent yang benar-benar dilindungi 

oleh Undang-Undang. Namun dalarn prakteknya masih banyak pihak kreditur 

sendiri yang ternyata niengalami kerugian. Contoh b u s ,  Tuan A , berdomisili di 

Godean, perninjaman kredit dengan jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha 

Yogyakarta dan barang yang dijarninkan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor 

roda empat merk Mazdid323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, Nomor rangka 

BFlOE2ME 010019, Nomor mesin E 5676478, Nomor BPKB 76031961, atas 

nama Tuan B. Dengan memanfaatkan fasilitas kredit umum. Debitor mendapat 

kredit dari BPR Candra MUM Artha Yogyakarta sebesar Rp 18.500.000,- dengan 

perinciq mga  angsuran 24 bulan, bunga - 2,77 - % per - bulan, - angsuran tiap bulan 
- -  - - 

(pokok + bunga) Rp 1.283.283,33,- dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan 

bennotor roda empat merk Madid323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, 

Nomor rangka BFlOE2ME 010019, Nomor mesin E 5676478, Nomor BPKB 

7603 1961, atas nama Tuan B. Debitor menerima lrredit bulan April 2002,2 bulan 

pertama yaitu bulan Mei dan Juni debitor dapat membayar angsuran pokok + 

bunga, sedangkan untuk bulan Juli, Agustus, dan September debitor tidak &pat 

membayar angsuran pokok dan bunga. Karena debitor sudah tidak &pat 

- 

memenuhi segala kewajibannya, maka barang jaminan dijual untuk pelunasan 

utangnya. Barang jaminan tersebut dijual dan laku dengan harga Rp 38.500.000,- 

dimana transaksi penjualan dilakukan di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, 



pembeli barang jaminan dicari sendiri oleh debitor dan pihak bank bertindak 

sebagai saksi. Namun dari total keseluruhannya (angsuran pokok + bunga + 

denda) sebesar Rp. 58.140.843,-. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang 

yang dijaminkan saja pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta harus 

menunggu waktu kurang lebii 2 (dua) tahun, karena dari pihak debitor melakukan 

perlawanan pada saat proses eksekusi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia dilihat dari 

Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perjanj ian pembebanan j aminan 
- - 

-- - - - - -  -- 

fidusia? 

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh nasabah atau debitor dengan 

jaminan fidusia di PT BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia dilihat 

dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perjanjian pembebanan jaminan 

fidusia. 

2. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi oleh nasabah atau debitor 

dengan jaminan fidusia di PT BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. 



D. Tinjauan Pustaka 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

menentukan bahwa jaminan kredit (istilah agunan dalam tulisan ini mempunyai 

pengertian yang sama dengan jaminan) merupakan salah satu syarat dalam 

pemberian kredit perbankan di Indonesia. Debitor harus mempunyai suatu 

jaminan yang akan diterima oleh bank dan diikat sebagai jaminan kredit karena 

merupakan salah satu unsur pemberian kredit. Kemuflgkinan bank membeli 

jaminan kredit dalam ha1 debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank 

dapat diketahui dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Perbankan, menentukan bahwa:12 "Bank Umum ... dicairkan secepatnya." 

Ketentuan tersebut mengandung pengertian keharusan adanya suatu 

jaminan kredit yang memungkjnkan mtuk dibeli oleh bank, terlepas dari 
- - - - -  - - 

pennasalahan lain yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembelian oleh 

bank berdasarkan surat kuasa untuk menjual yang masih diragukan keabsahan 

dalam penggunaannya. Dalarn penjelasan ketentuan tersebut diatas antara lain 

disebutkan bahwa,13 terhadap jaminan kredit yang telah dibeli tersebut harus 

dijual lagi oleh bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Beberapa perbankan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang 

perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia diantaranya mengatur pula 

mengenai jaminan kredit misalnya mengenai penggunaan saham sebagai jaminan 

l2 Pasall2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

l3 Penjelasan Pasall2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 



kredit, skim-skim pemberian kredit, restrukturisasi kredit, kualitas kredit nilai 

jaminan sebagai faktor penunjang dalam pembentukan cadangan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), peranan jaminan kredit dalam penetapan 

lcualitas, dan sebagainya.14 

Beberapa ketentuan KUHPerdata yang dapat dikaitkan dengan jaminan 

kredit diantaranya mengenai lembaga jaminan dalam rangka utang piutang, 

penanggungan utang, harta debitor sebagai jaminan untuk perikatannya, 

kedudukan kreditor terhadap harta debitor dan sebagainya. Terutama ketentuan 

mengenai harta debitor sebagai jaminan untuk perikatannya merupakan suatu 

ketentuan yang bersifat umum dan dapat disebut sebagai salah satu prinsip hukum 

jaminan, sebagairnana tercantum dalam Pasal 113 1 ~ ~ ~ ~ e r d a t a . ' ~  "Segala 

kebendaan si berutang - baik - yang bergerak maupun yang th& bergerak, baik yang 
-- - - - -  - - 

sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk 

segala perikatannya perseorangan". 

Ketentuan Pasal 1 13 1 KUHPerdata tersebut merupakan petunjuk yang 

&pat dirujuk tentang kebendaan debitor terhadap kreditor yang diperolehnya dari 

bank. Kebendaan (harta kekayaan) debitor merupakan jaminan untuk memenuhi 

kewajiban debitor kepada bank sebagai kreditor. Dengan demikian kreditor 

mempunyai hak untuk menuntut kebendaan debitor guna pelunasan utang debitor 

l4 Sugiono Santjoko, Hak Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia, Tesis, hlm. 15-1 6. 

l5 Pasal 1 13 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 



yang macet. l6 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia 

sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud clan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalm Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, 

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Pemberi fidusia terhadap kreditor l a i ~ n ~ a ' ~  

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok 

yang menimbulkan kewajiban bagi para p&& untuk - memenuhi - -- suatu prestasi. 
-- - -- 

Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan "Pembebanan 

benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris". Pe rjanjian W i t  

dengan jaminan fidusia, setelah dibuat dengan Akta Notaris, akan mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempuma serta memberikan kepastian hukum, dan 

rasa aman bagi pihak kreditor. Akta jaminan fidusia, yang dibuat oleh Notaris 

berdasarkan Pasal 1 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia diwajibkan untuk 

didaftarkan pada Kantor Pendaftarm Fidusia setempat. 

Pendafhan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia, dan 

l6 Pasal 1 13 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

" Widjaja Guaawan dan Yani Ahmad, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 128. 



pendaftaramya mencakup Benda, baik yang berada di dalam maupun di luar 

wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus 

merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang 

telah dibebani Jaminan ~idusia" 

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini 

bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia 

berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. 

Keberadaan Kantor Pendafhran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas 

Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang m d i r i  atau unit pelaksana 

teknis. Sebagai - pelaksanaan ketentuan ini akan - dikeluarkan - Keputusan Predisen 
- -- 

tentang pembentukan Kantor P e n d a h  Fidusia untuk daerah lain dan 

penetapan wilayah kerjanya Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk 

u m ~ m . ' ~  

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerirna 

Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran 

Jaminan Fidusia, yang memuat?' 

l8 Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 146. 

l9 Pasall8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

20 Widjaja Gunawan clan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 147. 



1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; 

2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris 

yang membuat akta Jaminan Fidusia; 

3. Data pe rjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jamiuan Fidusia; 

5. Nilai penjaminan, 

6. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

Selanjutnya Kantor Pen&an Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam 

Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

-- -- 
permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran 

Fidusia -- - -  tidak melakukan - --- - - penilaian - - terhadap kebemmn yang dicantumkan dalam 
- - -- - - - --- - - - -- 

pemyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan 

pengecekan data yang dimuat dalam pemyataan pendaftarm fidusia. Tanggal 

pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat 

-- lahimya jaminan fidusia Ha. ini berlainan dengan FEO dan cessi jaminan yang 
- 

lahir pada waktu pe rjanjiannya dibuat antara debitor dan kredit~r.~' 

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia 

merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan 

lebih lanjut dapat kita lihat dalarn ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jarninan 

Fidusia yang menyatakan "apabila atas benda yang sarna menjadi objek Jarninan 

21 Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, %id, hlm. 148. 



Fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendafbrkannya adalah Penerima 

Fidusia7'. 

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan p e m e g e  Jaminan 

Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaf€aran 

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohanan 

pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari 

Buku D a f h  Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data 

dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftarm. 

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaf€aran Jaminan Fidusia dapat 

dikaldan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya 

objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak t e r e  sehingga sulit 

mengetahui siapa perniliknya Terobosan ini akan lebih bermaha jika kita 
- - - - - - ---- - - - - -- - - -- -- - - -- --- -- - - -- 

kaitkan dengan ketentuan pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

barang siapa yang menguasai benda bergerak rnaka ia akan dianggap sebagai 

perniliknya (bezit geld als voIkomen titel).= 

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberi kernudahan dalam 

melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam 

pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena 

dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata 

menyatakan bahwa: 

"(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si 
berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera 

" Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 146. 



janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah 
ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan 
untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka m u m  
menurut kebiasaan-kebiasasm setempat serta atas syarat-syarat yang lazim 
berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya 
beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut." 

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila 

debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Jaminan. 

2. Penjualan Benda yang menjadi objek J admn  Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi 

* --- -- - - - - -- 
d a n  PenerimaFid%iaFjilia ~ ~ ~ ~ C a r z i  deiduan dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini 

diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam ha1 

penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga 

tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka 

dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan ha1 tersebut disepakati oleh 

Pemberi Fidusia clan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan 

penjualan tersebut dipenuhi. 



Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan ~ i d u s i a ~  

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak 

mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat 

meminta bantuan pihak yang berwenang. 

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat diiesampingkan atas kemauan para 

pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal29 dan Pasal3 1 adalah batal demi hukum? 

- - 
-- Selanjutnya - mengingat - -- -- bahwa - - Jaminan Fidusia adalah pranata jaminan 

-- -- - 
dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara comtifufum possessorium 

adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang 

didahulukan kepada Penerima ~ i d u s i a ~ '  Hal ini sesuai dengan Pasal33 Undang- 

Undang Jaminan Fidusia "setiap janji yang memberi kewenangan kepada 

Penerima Fidusia untuk merniliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

apabila debitor cidera janji, b a d  demi hukum". 

Pad30  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

24 P a d  21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

25 Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, Jaminan Fidusia, Raja G-do Persada, 
Jakarta, hlm. 137. 



Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi Pemberi Fidusia, teristimewa 

jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai 

dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi 

melebii nilai penjaminan, Penerima wajib mengembalikan kelebihan tersebut 

kepada Pemberi Fidusia. Namun, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk 

pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belurn 

Ketentuan serupa ini juga kita jumpai dalam Pasal 1154 Kitab Undang- 

Undang Perdata untuk gadai yang berbunyi: 

"(1) Apabila si berpiutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban- 
kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang merniliki 
barang yang digadaikan. 

(2) Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal." 

Dalam perjanjian kredit, pihak nasabah atau debitor berkewajiban untuk 

membayar atau melunasi angsuran kredit sesuai dengan barang yang dijaminkan. 

Nasabah juga wajib menjaga barang tersebut agar tetap dalam keadaan baik clan 

tidak mengalami p e n m a n  harga jual. 

Penyerahan benda secara fidusia yang digunakan sebagai pelunasan 

hutang, akan menempatkan kreditor pada posisi yang menguntungkan, karena 

kreditor mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan hutangnya 

dibandingkan dengan kreditor lainnya. Jika debitor tidak mampu mengembalikan 

pinjamannya, barang yang diikat sebagai jaminan akan dijual lelang untuk 

26 Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 158. 



pelunasan piutang debitor. 

Mengenai Landasan Hukum Jaminan Kredit Perbankan, bahwa 

penyerahan jaminan kredit oleh debitor kepada bank sebagaimana yang 

dikemukakan di atas terdapat di linglcungan perbankan di Indonesia. Tetapi sejauh 

mana mengenai penyerahan jaminan kredit dapat dikaitkan bank langsung 

maupun tidak langsung dengan perubahan perundang-undangan di Indonesia, 

antara lain dapat diperhatikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia dan 

KUHPerdata. 

Dengan demikian, maka kedua Undang-Undang tentang Perbankan 

tersebut harus disebut secara lengkap karena Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 
- -- - --- - -- - - -- - - - -- 

Tahun 1998 tentang Perbankan memuat tentang perubahan, pencabutan dan 

penanaman pasal-pasal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 

Ada beberap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan yang berkaitan dengan Jaminan kredit oleh debitor, yaitu sebagaimana 

yang dapat disimpulkan dari uraian dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut "...untuk memperoleh 

tanah ..." 



E. Metode ~enelitian 

1. Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum riormatif. 

Tipe penelitian ini aka. lebih mengacu kepada norma-norma hukurn yang 

terdapzlt dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta 

kebiasaan umum yang berkaitan dengan praktek jaminan fidusia. 

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, 

yaitu: 

a Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

- seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait 

deaan penelitianan$, y w :  -- - - - - 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu. 

1998 tentang Perbankan. 

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

terhadap bahan hukurn primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai 

literatur, bulcu, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian 

dm karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum tersier; yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 



terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari 

karnus dan ensiklopedia. 

3. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini digmakan pendekatan yuridis nomatif, yaitu 

metode yang dalarn proses pendekatannya meninjau dari sudut pandang 

ketentuan hukurn atau perundang-undangan yang berlaku. 

4. Analisis data pada penelitian hukurn normatif ini dilakukan secara diskriptif 

kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, 

dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga 

dapat diketahui sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan- 

gagasan normatif baru. 
- 

F. Sistematika Penulisan 

Hal yang dilakukan penulis untuk menghasilkan tulisan yang sistematis 

serta untuk mernpermudah pemahaman dalam pembuatan tesis. Tesis ini dibagi 

dalam beberapa bab sebagaimana dikemukakan berikut ini. 

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisikan dan menerangkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode 

penelitian dan sistematika penulisan untuk mernudahkan pembahasan tesis ini 

secara berkesinambungan. 



Bab 11 merupakan tinjauan umum tentang perjanjian kredit dan jaminan 

fidusia. Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian kredit, pengertiau 

jaminan fidusia, sifat dan bentuk perjanjian fidusia, objek jaminan fidusia, 

pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi jaminan 

fidusia, tujuan dari fidusia dan hapusnya jaminan fidusia, proses pelaksanaan 

perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 

Bab LII adalah perlindungan hukum kreditor terhadap W i t  macet pada 

jaminan fidusia. Bab ini berisi tentang upaya yang ditempuh di BPR Candra 

- Mukti Artha Yogyakarta dalam ha1 debitor tidak dapat membayar angsuran pokok 

be~erta-bunga bedit yang dilakukan wab&pen* kredit dengan j h  - -- 

fidusia, bagaimana perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia (dilihat 

dari Undang-Undang dan perjanjian), dan bagaimana penyelesaian wanprestasi di 

BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. 

Bab IY adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran 



BAB I1 

TINJAUAN UMSM TENTANG PERJANJIAN KREDIT 

DAN JAMINAN FIDUSIA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

I. Pengertian Perjanjian Kredit 

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu loan 

agreement atau contract of credit. Perjanjian kredit menurut hukum perdata 

Indonesia adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam 

bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah 

suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754- 

1769 Kitab Uridang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk itu 
~ ~ -- -~ ~-~~~ ----- ~ - -  - ~ ~~~ ~ ~p~ ~~ --pp-pppp-pp---p 

pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan- 

ketentuan yang ada pada KLTHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan 

kesepakatan di antara para pihak. Artinya dalam hal ketentuan yang memaksa, 

maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata 

tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan 

kepada para pihak.27 

Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan 

Perbankan mengatur pengertian perjanjian kredit. Perjanjian Kredit dalah 

"persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersarna antara kreditor dan 

27 Triananda k t y o ,  Proses Pelahanaan Perjanjian Kredit dengun Jaminan Fidusia di 
PD. BPR Bank Pasar Sleman, Skipsi, hlm. 42. 



debitor atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, ha1 

mana pihak debitor wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima 

dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang 

di~e~akati.'"~ 

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu 

dari bentuk pe rjanjian pinjam-merninjam. Dalam bentuk apapun juga dalam 

pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya, adalah suatu perjanjian 

pinjam meminjam sebagairnana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1 754-1 769. Dengan dernikian pembuatan 

suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada 

pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para 

pihak, artinya dalam hal-ha1 ketentuan yang memaksa maka harus sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata tersebut, sedangkan 

dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.29 

Kredit secara bahasa berarti kepercayaan, sedangkan menurut Pasal 1 

(1 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang 

Perbankan) adalah kredit penyedia uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

28 Agung Lestyono Budi, Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen di BANK BRI, Skripsi, 
hlm. 56. 

29 Muhamad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung, 
hlm. 227. 



meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian b ~ n ~ a . ~ '  

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan 

penerima kredit (debihu) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian 

yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diahu dalam Pasal 1313 

KUHPadata. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanj ian pinj am 

meminjam sebagaimana yang diatur dalarn Pasal 1754 ~UHPerdata-~' 

Perjanjian kredit sebenarnya dapat dibuat secara lisan atau tertulis, 

yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata clan 

persyaratan lainnya. Namun, dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan 

sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian 

adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia 

modem yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak &pat disarankan 

untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan, hal ini karena lisan 

sulit dijadiian sebagai alat pembuktian bila terjadi sengketa di kemudian 

30 http: ///www.bantuanhukum.com, Perjanjian Pemberian fiedit Antma Pemberi Kredit 
dan Penerima fiedit, tanggal 13 Desember 2009. 

31 http: ///www.anggara.or@006/09/27/tentang-pe- Tentang Perjanjian 
Kredit, tanggal 13 Desember 2009; 

32 Agung Lestyono Budi, Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konswnen di BANK BRI, Sla-ipsi, 
hlm. 47-48. 



2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit 

Undang-Undang Perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk 

perjanjian kredit bank, benuti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara 

tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan 

pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (standards contract). 

Perjanjian kredit banknya bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notariil. 

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Intruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman K e b i j b  di 

Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran BNI Unit I 

Nomor - 2/539/UPWPemb. tmggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran BNI 
- - - -- - - - - - --- - - - - - -- - - - - - 

Unit I Nomor 2/649/UPWPemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Intruksi 

Presidium Kabinet Nomor lO/W2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang 

menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam 

berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank 

clan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sinilah 

bahwa cMam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan 

perj anj ian atau akad kreditnya. 

b. Surat Keputuan Direksi BI Nomor 27/162KEP/DIR dan Surat Edaran BI 

Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang 

kewajiban penyusunan clan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi 



bank mum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui 

dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (&ad 

kredit) secara t e r t~ l i s .~~  

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada 

Pasal 1 angka 1 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Pasal itu menyebutkan: "penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain". Kalimat 

tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit hams dibuat perjanjian. 

Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian W i t  harus dibuat 

secara tertulis, namun dalam organisasi bisnis modern yang mapan, maka 

untuk kepentingm administrasi -- yang - rapi clan teratur dan demi kepentingan 
- - - -- - - - - - - -- - 

pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu pembuktian hukum 

menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit hams tertulis. 

Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan.34 

Dengan demikian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Dalam 

praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank yang lain harus 

disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Berarti dalam perjanjian 

kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu hanya saja dalam 

33 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, hlm. 263-264. 

34 Edy Putra Tje' amah, 1999, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Ytiridis, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 1. 



praktek ada banyak ha1 yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian luedit. 

Misalnya berupa definisi istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini 

terutamanya d a l h  perjanjian kredit pihak a ~ i n ~ ) . ~ ~  

3. Jenis-Jenis Kredit 

Macam-macarn W i t  yang ada tidaklah &pat dipisahkan dengan 

kebijakan perkreditan yang telah digariskan sesuai dengan tujuan 

pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini. Dalam pe lbaannya ,  

macam-macam kredit dapat dibagi berdasarkan sifat penggunaannya, jangka 

waktu pelaksanaan, keperluan kredit dan jaminan. Berikut uraian dari macam- 

macam kredit te r~ebut .~~ 

a. Sifat-penggunaannya ataupun tujuan - penggunaannya, -- kredit &pat 
- - 

dibedakan menjadi: 

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah 

atau bank swasta kepada seseorang untuk membiayai keperluan 

konsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Kmdit produktif, yaitu pemberian kredit yang ditujukan untuk usaha 

produksi. 

3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. 

35 Muhammad Djumhana, 2006, H u h  Perbankan di Indonesia, Citm Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 24 1. 

36 Ibid., hlm222-225. 



b. Macam-macam kredit dilihat dari segi jangka waktu pelaksanaan kredit. 

1) Kredit jangka pendek, yaitu W i t  yang berjangka waktu maksimum 1 

tahun. 

2) Kredit jangka meheagah, yaitu kredit berjangka waktu antam 1 tahun 

sampai 3 tahun. 

3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

tahun. 

c. Macam-macam kredit dilihat dari segi keperluan kredit. 

1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan 

sebagai pembiayaan modal tetap, y a k  peralatan produksi, gedung dm 

mesin-mesin. 

2) Kredit EksploiQsi,_ y@ kredit-kredit --- - -  yang d i t u j b  untuk 
- - - - 

penggunaan persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang 

dalam proses produksi serta piutang. 

d. Macam-macam kredit dilihat dari segi jaminan. 

1) Kredit tanpa jaminan. 

2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan kreditor mendapat 

jaminan yang dapat berbentuk jaminan kebendaan maupun jaminan 

perorangan. 



4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit 

Sifat Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan 

uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah merupakan hasil permufakatan antara 

pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. 

Perjanjian bersifat comemuil ~ b l i ~ a t o i r ? ~  yang diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan pelaksananya serta 

ketentuan umum dalam KUHPerdata, 

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat pada saat penyerahan uang 

dilakukan barulah ketentuan yang dituangkan dalam model. Dalam praktek 

perbankan setiap orang yang melakukan perjanjian setelah melakukan 

penyerahan uang barulah timbul suatu perjanjian antara kedua belah pihak. 

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk mengetahui sifat perjanjian 
- - -  - -- -- --- - - --- - - - --- 

kredit tidak cukup hanya melihat KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan saja, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dalam praktek perbankan. 

Seperti dijelaskan di atas, pemberian kredit ini pada dasarnya adalah 

bahwa pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa prestasi yang 

diberikan yang biasanya berupa uang akan dikembalikan pada waktu yang 

telah disepakati bersama. Hal ini berarti ada tenggang waktu antara pemberian 

kredit dengan saat pengembalian kredit. 

37 Consensuil obligatoir adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan kehendak 
antara kedua belah pihak. 



Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan apakah suatu 

permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal dengan adanya 

formulasi. Formulasi pertama disebut dengan "the four credit analysis. '938 

Dengan melihat uraian di atas maka dapat diketahui unsur kredit 

yaitu:39 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan artinya keyakinan si pembeli kredit bahwa prestasi yang 

di berikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan 

datang. 

b. Tenggang waktu 

Tenggang w&@- yajtu suatu - - masalah - - - - - - yang -- memisahkan - - antara 
- 

pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa 

yang akan datang. 

c. Degree of risk 

Degree of risk adalah tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang mernisahkan antara pemberian prestasi dan 

kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. 

38 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Perjanjian Kredit Bank, Citra Adiya Bakti, Bandung, 
hlm. 1 1. 

39 Triananda Prasetyo, Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di 
PD. BPR Bank Pasar Sleman, Skripsi, hlm. 43-44. 



d. Prestasi 

Prestasi adalah pemberian sesuatu yang dapat berupa uang, barang 

atau jasa. 

Di dalam p d k  perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir 

atau blanko perjanjian kredit, yang isi dari perjanjian tersebut telah 

dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formulir tersebut telah 

disodorkan kepada pemohon yang isinya tidak diperbincangkan melainkan 

setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon 

nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir itu atau 

tidak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebii dahulu dalam suatu 

bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit 
~ ~~ -- ~ ---- ~ ~ ~ ~ -- ~ ~ ~ ---- ~ ~- ~ - ~ 

dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standar (standard contract). 

Ada dua bentuk pe rjanjian kredit, yaitu:40 

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinandcan akta di bawah 

tangan, artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendii oleh bank 

kemudian ditawarkan kepada debitor untuk disepakati. Untuk 

mempermudah dan mempercepat kinerja bank, biasanya bank sudah 

menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standard form) 

yang isi, syarat-syarat dan ketentuan disiapkan terlebih dahulu secara 

lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut 

Sutamo, 2000, Aspek-Aspek H u h  Perkreditan Pada Bank, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 100. 



tennasuk jenis Akta di bawah tangan. Dasar hukum dari akta di bawah 

tangan ini adalah Pasal 1874 KUHPerdata, di mana dijelaskan yang di 

maksud akta di bawah tangan adalah swat atau tulisan yang dibuat oleh 

para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat 

urnurn) untuk dijadikan alat bukti. 

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dinamakan akta 

otentik atau akta notariil, yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini 

adalah seorang Notaris. Dasar hukum dari akta otentik adalah akta yang 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau 

di hadapan yang berkuasa (pegawai urnurn) untuk itu di mana akta itu 

dibuat. 

- - -- - -  - - -- - - - - 

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh 

Bank sebagai kredit maupun oleh nasabah sang debitor, karena perjanjian 

kredit mempunyai fimgsi yang sangat penting dalam pemberian, 

pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fimgsi 

perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai 

sekitar klausul perjanjian kredit bank ~idalah:~~ 

a. Perjanjian kredit berfimgsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian 

kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya 

41 Ch. Gatot Wardoyo, 1999, Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dmt 
Manajemen, Citra Adtya Balcti, Bandmg, hlm. 64-69. 



perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan 

jaminan. 

b. Perjanjian kredit berfimgsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan 

kewajiban antara kreditor dan debitor. 

c. Perjanjian kredit m g s i  sebagai alat untuk melakukan monitoring 

r ~ e d i t . ~ ~  

5. Hapusnya Perjanjian Kredit 

Hapusnya perjanjian kredit adalah tidak berlaku lagi perjanjian kredit 

yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Suatu perjanjian 

dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus 

karena a l - m  oleh- undaagm&g dinyatakan cukup untuk itu. 

Perjanjian kredit menjadi berakhir sejak kreditur ditetapkan berada dalam 

posisi wanprestasi karena dinyatakan dalam bank beku operasi clan atau bank 

terpaksa dilikuidasi. Debitor wajib melunasi pokok pinjaman yang telah 

diterimanya beserta bunga yang menjadi kewajibannya sampai dengan saat 

kreditor dinyatakan wanprestasi. 

Dalarn ketentuan ini yang dinyatakan wanprestasi adalah pihak 

perbankan itu sendiri. Ini disebabkan bank tersebut telah dibekukan clan atau 



dilikuidasi. Pembekuan dan likuidasi dilakukan karena bank tersebut tidak 

memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dite~~tukan.~' 

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

Menurut Subekti pengertian "fidusiayy adalah penyerahan secara 

kepercayaan.44 Selanjutnya Subekti menyatakan bahwa p e r k a h  "fduciaire" 

yang berarti secara kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu 

pihak kepada pihak lain bahwa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan 

milik, sebenamya (ke dalarn) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.45 

Fidusia mula-mula dianggap sebagai gadai (pand) yang gelap 

(kl(~n~stin), tetapijmena - -- kebutuhan - masyarakat yang begitu mendesak akan 
- - - - - - - - - -- - _ _ 

adanya suatu bentuk jaminan benda bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh si 

berutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan 

maka akhimya fidusia ini diberikan legalitas.& 

Menurut John Salindeho, fidusia adalah lembaga jaminan dalarn 

bentuk baru atas benda bergerak, bersifat perorangan, bukan bersifat 

43 Salim, 2000, Perhmbangan Huhm Kontrak di Luar KUHPerdata, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 140. 

SubektiR, 1999, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 76. 

45 Zbid., hlm 77. 

'' Zbid., hlm78. 



kebendaan (ia terlingkup dalam persoonlijk recht). Jelasnya tidak dibenarkan 

lembaga jaminan ini dilekatkan pada benda yang terlmgkup pada hak benda 

yang dikuasai hukum kebendaan." 

Fidusia juga bersifat ccacessoir77 yang berarti mengikuti, membuntuti 

atau mendekati orang atau barang yang terikat pada perjanjian inti atau pokok 

di mana ia terkait mutlak padanya sebagai cessi. Fidusia juga mempakan hak 

milik atas dasar kepercayaan, jadi debitor menyerahkan benda atau barang 

miliknya kepada kreditor (pemberi modal) sebagai jaminan atas utangnya, 

sebagai suatu kepercayaan, yang kelak dapat menutupi utangnya apabila 

terjadi cidera janji. Fidusia bukan sebagai gadai dan bukan sebagai 

pemin- hak milik, tetapi ikatan timbal balik atas dasar kepercayaan!* 

Fidusia adalah lembaga jaminan dalam - - -  bentuk - - -  b a ~ ~  atas -bendg - 

bergerak di samping gadai di mana dasar hukunmya Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dibandingkan dengan gadai, fidusia 

memberikan manfaat bagi yang memberi pinjaman dan bagi yang meminjam 

barang. Keuntungan bagi yang meminjam barang yaitu dapat menggunakan 

barangnya untuk mencari naecah sehari-hari clan keuntungan bagi yang 

memberi pinjaman adalah tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan 

barang. 

47 John Salindeho, 1994, Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm 4.  

" Ibid, hlm 27. 



I Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak 

pemberi fidusia adalah dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi 

objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yahg lazim dilakukan dalam 

usaha perdagangan. Sedangkan kewajiban pemberi fidusia berdasarkan Pasal 

23 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Unang Jaminan Fidusia adalah pemberi 

1 fidusia dilarang mengalihkan, menggandakm atau menyewakan kepada pihak 

lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda 

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima 

fidusia dan pemberi fidusia juga dilarang melakukan ulang terhadap benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. 

Mengenai hak penerima fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (3) 

Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi bahwa apabila debitor cidera 
- 

janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannnya sendiri. Sedangkan 

kewajiban penerima fidusia terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1). 

Penerima fidusia wajib melakukan permohoan pendaftaran jaminan fidusia 

dengan melampirkan pernyataan p e n d a b  jaminan fidusia pada Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ~anusia!~ Penerima fidusia 

juga berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan 

49 Untuk wilayah Yogkarata, maka pendaRarannya di Kantor Wiiayah Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. 



mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia kepada 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat 

utama di dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit 

karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam praktek perbankan 

menimbulkan lembaga baru dalam hukurn perdata, yaitu si perninja. 

menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan tersebut secara constitutum 

possessorium. Di mana dalam fidusia benda jaminan tidak diserahkan 

hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai 

oleh debitor clan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan 

iehariarih&50 

A d a p ~  mengenai timbulnya fidusia - dikarenakm - kebutuhan hukum 
- -  - - - -  -- - 

masyarakat akan adanya lembaga baru, di mana masyarakat menginginkan 

benda jaminan tetap ada pada debitor sehingga benda jaminan tersebut tetap 

digunakan untuk memenuhi usahanya. Sebelum ada lembaga jaminan fidusia 

masyarakat merasakan banyak hambatan-hambatan dalam hal memperoleh 

kredit malalui lembaga gadai 

Fidusia sebagai lembaga jaminan yang merupakan perkembangan 

hukum bam, kenyataan dalam praktek masyarakat lebih menyukainya, karena 

Triananda Prasetyo, Proses Pelahanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidmia di 
PD. BPR Bank Pasm Sleman, Skripsi, hlm. 49. 

51 Ibid, hlm. 50. 



yang menjadi jaminan bagi kredit-kredit kecil maka jumlah ikatan kredit ini 

paling banyak terjadi." 

2. Sifat dan Bentuk Jaminan Fidusia 

a. Sifat Jarninan Fidusia 

Mengenai sifat perjanjian fidusia sebenarnya para ahli hukum 

belum ada kesatuan pendapat. Namun, pada pokoknya terdapat dua 

perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa perjanjian 

fidusia itu bersifat zakelijk (kebendaan). Bagi kreditor pendapat ini 

didasarkan seperti pada sistem Hukum Anglo Amerika, bahwa perjanjian 

fidusia disamakan dengan perjanjian sistem hipotik (sekarang diganti 

dengan hak tanggungan) sehingga kreditor hanya memperoleh hak 
- - - - - 

jaminan yang bersifat kebendaan dan tidak memperoleh hak eigendoms 

atas benda-benda ja~ninan.'~ 

Konsekuensinya apabila debitor cidera janji maka kreditor dalam 

melaksanakan haknya tidak dapat melakukan kepemilikan atas bendanya, 

melainkan hams menjualnya di muka mum dengan melalui pelelangan 

mum seperti yang tercantum dalarn Pasal 29 humf c Undang-Undang 

Jaminan Fidusia. Setelah mengambil pelunasan utangnya, berdasarkan 

Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal eksekusi melebihi nilai 

" Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hak Jaminan Atas Tanah, Ciixa Aditya Bakti, Bandung, 
hlm. 83. 

'' Op-Cit., hlm 52. 



penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut 

kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila debitor jatuh pailit maka 

kreditor dapat mempertahankan barang jaminan tersebut pada kreditor 

kepailitan. 

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang menimbulkan hak-hak 

yang bersifat kebendaan. Walaupun tidak akan melahirkan hak milik, akan 

tetapi akan melahirkan hak jaminan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mariarn Dam Badrulzaman yang mengemukakan bahwa tujuan 

perjanjian fidusia bukan menciptakan hak milik tetapi hak jaminan saja" 

b. Sifat accessoir dari fidusia 

Untuk menjamin kedudukan kreditor sebagai pemberi kredit dalam 

suatu perjanjian utang piutang, maka selalu diikuti s- prjanjiag 

penjaminan dengan tujuan untuk jaminan pelunasan utang debitor. 

Mengingat tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian fidusia adalah 

untuk memberikan jaminan kepada kreditor, maka sama dengan tujuan 

gadai. Dengan demikian sedikit sekali perbedaan antara perjanjian gadai 

dengan perjanjian fidusia. 

Mengingat perbedaan yang kecil itu, maka tidak ada alasan untuk 

menyarnpailcan berlakunya ketentuan-ketentuan yang merupakan hukum 

pemaksa dari gadai perjanjian fidusia berakhir dengan berakhirnya 

54 Ibid, hlm. 89. 



perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian fidusia tergantung pada perjanjian 

pokoknya. 

c. Bentuk Jaminan Fidusia 

Bentuk perjanjian fidusia dalam praktek disyaratkan tertulis, 

namun tidak perlu adanya peayerahm nyata. Bentuk seperti ini 

dimksudkan untuk mendapatkan kapastian hukum bagi para pihak serta 

sekaligus juga sebagai alat pembuktian. Sebenarnya katentuan undang- 

undang tidak mengatur bentuk perjanjian fidusia tersebut sehingga dapat 

saja bentuknya bebas, dapat lisan maupun secara tertulis ha1 ini terserah 

kepada kehendak para pihak. 

A@un persyaratan-persyaratan yang biasanya berlaku untuk 

sahnya penyerahan berlaku juga - bagi fidusia. -- Menurut - lazimnya syarat- 
- -  - 

syarat tersebut ~idalah:~~ 

a) Adanya perjanjian yang bersifat kebendaan. 

b) Adanya titel untuk peralihan hak. 

c) Kewenangan untuk menguasai penyerahan dari orang yang 

menye-. 

d) Adanya cara tertentu untuk penyerahan (yaitu secara constitutum 

possessorium bagi benda bergerak berwujud dan secara cessie untuk 

piutang-piutangnya). 



Bentuk perjanjian fidusia demikian ini dalam prakteknya disyaratkan 

tertulis, namun tidak perlu adanya penyerahan nyata. Berdasarkan ketentuan 

undang-undang ditentukan bentuk perjanjian fidusia. Hal ini berarti perjanjian 

fidusia dapat dilakukan baik dengan cara tertulis ataupun dengan cara tidak 

tertulis. Meskipun pada dasarnya perjanjian fidusia tidak terikat bentuk 

tertentu namun dalam praktek disyaratkan harus tertulis. 

3. Objek Jaminan Fidusia 

a. Benda bergerak atau berwujud 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang ti&k berwujud @ benda tidak bergerak Adapun 
- 

benda bergerak yang berwujud yang dapat difidusiakan seperti barang- 

barang perniagaan, inventaris, perahu, ternak dan lain-lain. 

b. Benda bergerak tidak berwujud 

Benda bergerak tidak berwujud ini &pat berupa piutang atas nama 

(vordering apnaam) . 

c. Benda tetap 

Dalam perkembangan selanjutnya objek jaminan fidusia &pat berupa 

benda tetap (barang tidak bergerak). Seperti yang dikemukakan oleh Pitlo 

yang menyatakan: "Fidusia juga dapat dilaksanakan terhadap benda- 

benda tetap, meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi karena jika 



dibandingkan dengan hipotik bagi para berpiutang bentuk jaminan ini 

lebih kuat memberikan jaminan yang lebih k~at."'~ 

Semua benda baik bergerak maupun benda tetap yang secara yuridis 

dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan sebagai jaminan." Dapat 

disimpulakan bahwa fidusia selain dapat diadakan atas benda-benda bergerak 

juga dapat atas benda-benda tetap, dan atas tanah dengan pakai dan hak 

pengelolaan, asal fidusia itu diadakan dengan akta Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) yang kemudian dicatat pada serifikat haknya, agar diketahui 

oleh urnurn sehingga memenuhi asas publisitas dan mempunyai nilai 

pembuktian bagi pihak ketiga. 

Selain seperti yang telah diuraikan di muka, - bahwa - fidusia adalah - - 

perjanjian yang bersifat accessoir, yang akan hapus jika perjanjian pokokya 

hapus. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang jaminan Fidusia, 

hapusnya fidusia karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Hapusnya utang yang dijamjnkan dengan fidusia 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. 

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

56 Ibid., hlm. 83. 

'' Ibid, hlm. 84. 



4. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Untuk mernberikan kepastian hukurn, Pasal 1 1 Undang-Undang 

Jarninan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, 

jaminan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun benda yang 

dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima 

fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran 

jaminan fidusia, yang memuat: 

a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. 

b. Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang 

menjadi objek jarninan fidusia. 

c. Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwa benda yang telah 

didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia adalah adanya sertifikat jarninan 

fidusia. 

5. Eksekusi Jaminan Fidusia 

Menurut hukum, setiap penyelesaian utang atau kredit macet karena 

debitor cidera janji yang pada akhimya melakukan eksekusi atas jaminan 

fidusia hams melalui gugatan Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk 



mendapatkan putusan hukum yang tetap. Narnun gugatan melalui Pengadilan 

Negeri untuk mendapatkan keputusan tetap memerlukan waktu yang lama, 

serta biaya yang mahal. 

Untuk menghindarkan waktu yang berlarut-larut dalam penyelesaian 

kredit macet, maka undang-undang mernberikan pengecualian mengenai cara 

penyelesaian kredit macet tidak hams dengan mengajukan gugatan perdata 

kepada debitor melalui Pengadilan Negeri tetapi kreditor dapat melakukan 

eksekusi atau penjualan jaminan utang melalui pelelangan umum atau dasar 

kekuasaan sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. 

Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan - fidusia ini - dapat langsmg dieksekusi 
-- - - - - - - -- - - 

atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan clan pemeriksaan melalui 

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak mtuk melaksanakan 

putusan tersebut. 

Ada berbagai cara dalam melakukan eksekusi terhadap benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dengan cara sebagai berikut:" 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yang dirnaksud 

dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandmg pelaksanaan 

putusan pengadilan. 

'' Pasal29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 



b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi fidusia dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini 

dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis 

oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan 

diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang 

bersangkutan. 

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan f i d ~ i a  yang bertentangan 

dengan cam-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka 

eksekusi atau penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia maka pemberi 

fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada 

kreditor atau penerima fidusia 

6. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia merupakan perjanjian acessoir dari perjanjian dasar yang 

menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai 

suatu perjanjian acessoir jaminan fidusia ini demi h u b  hapus, bila utang pada 



perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau 

utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. 

Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan secara 

tegas bahwa jaminan fidusia hapus l~arena:~' 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia 

Ini sesuai dengan sifat jaminan fidusia yang merupakan ikutan atau 

acessoir dari perjanjian kredit atau perjanjian utang, artinya ada atau tidak 

adanya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Jadi apabila utang 

telah dilunasi maka perjanjian kredit berakhir sehingga otomatis jaminan 

fidusia yang keberadaannya atau eksistensinya tergantung dari perjanjian 

kredit menjadi hapus jug& 

Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai ha1,-misalnya - karena - ada - 

pelunasan utang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan 

penyimpanan atau motivasi atau pembaharuan utang atau pembebasan utang 

clan lain-lain. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan 

tertulis dari kreditor. 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerirna fidusia 

Kreditor sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan 

fidusia, artinya kreditor ti& menginginkan lagi benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia menjadi jaminan lagi. Misalnya karena terjadi penggantian 

jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena 



dilepaskan oleh kreditor sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan 

keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditor yang diberikan kepada 

debitor atau pemberi fidusia. Keterangan tertulis dari kreditor ini diperlukan 

sebagai alat bukti untuk melakukan roya jaminan fidusia di Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman clan Hak Asasi Manusia pa& benda tersebut menjadi 

bebas kembali. 

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda 

bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Apabila benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia tersebut musnah disebabkan misalnya karena 

kebakaran, hila~g-~cba ~pe.~yyebahhlainnyaamaka jaaminan~Bdus~_a~m~nj.ad~..hap.us2~ 

Kalau benda yang menjadi jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda 

tersebut musnah, maka dengan musnahnya benda tersebit tidak mengklairn 

asuransi. 

Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti 

objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan utang debitor. 

Perlu dipaharni bahwa dengan musnahnya objek jaminan fidusia tidak 

mengakibatkan utangnya yang dijamin, debitor tetap mempunyai kewajiban 

untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian. Hapusnya jaminan fidusia tidak 

mengakibatkan perjanjian pokoknya, tetapi hapusnya perjanjian kredit 

mengakibatkan hapusnya perjanjian jaminan fidusia. 



BAB m 

PERLINDUNGAN HUKUN TERHADAP I(REDIT0R ATAS KERUGIAN 

YANG TIMBUL DARI JAMINAN FIDUSIA 

DI BPR CANDRA MUKTI ARTHA YOGYAKARTA 

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Khususnya Dengan Jaminan Fidusia 

di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta 

Seorang calon nasabah yang ingin rnendapatkan fasilitas kredit dari BPR 

Candra Mukti Artha Yogyakarta, harus mengajukan permohonan kredit kepada 

pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. Nasabah tersebut sebelum 

memperoleh kredit hams melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh 

- pihak bank. - 

Adapun tahapan-tahapan tejadinya jaminan fidusia di BPR Candra 

Mukti Artha Yogyakarta, adalah : 

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. 

2. Akta Jaminan Fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia. 

3. Pendaftarm jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwa benda yang telah d i e k a n  

sebagai objek jaminan fidusia adalah adanya sertifikat jaminan fidusia. 



Adapun tahapan-tahapan yang hams dilalui nasabah dalam pengajuan 

kredit di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, yaitu: 

1. Tahapan Permohonan Kredit 

Langkah pertama yang harus dilakukan calon nasabah yang ingin 

mendapatkan fasilitas dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta yaitu calon 

nasabah &tang ke BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta Kemudian pihak 

bank akan menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat yang hams dipenuhi 

oleh d o n  nasabah. Calon nasabah yang sudah mendapatkan penjelasan dan 

setuju dengan syarat-syarat yang ditentukan pihak bank, maka d o n  nasabah 

tersebut dipersilahkan mengisi formulir permohonan kredit yang telah 

dipersiapkan oleh pihak bank. 

- Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan - 

kredit yaitu: 

a) Foto copy KTP pemohon (suami clan istri). 

b) Foto copy KTP pemohon (suami dan istri) dan orang tua atau wali (jika 

belum berkeluarga). 

c) Fotocopy Kartu Kelwga dan surat nikah. 

d) Surat keterangan domisili dari RT dan RW setempat (jika alamat 

domisili pemohon tidak sesuai KTP). 

e) Slip gaji (khusus karyawan). 

f) Fotocopy BPKB dan STNK. 

g) Fotocopy rekening listrik atau telepon. 



h) Fotocopy SIUP atau TDP atau NPWP (jika sudah memiliki izin usaha). 

i) Fotocopy KTP clan BPKB (pemilik terakhir kendaraan). 

j) Fotocopy seitipikat tanah (SHM). 

Persyaratan tersebut hams dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang 

ingin mendapatkan fasilitas kredit dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. 

Apabila persyaratan tersebut ti& terpenuhi salah satu atau semuanya maka 

permohonan kredit yang diajukan calon nasabah ti& akan diproses oleh 

pihak lain, sebab persyaratan tersebut berkenaan dengan kepercayaan pihak 

bank terhadap pemohon kredit. Khusus untuk surat izin usaha apabila belurn 

ada, pihak bank akan memberikan swat keterangan usaha yang cukup dicap 

atau dilegalisasi oleh pejabat pemerintah setempat atau tempat tinggal - - calon 

- 
nasabah. 

2. Tahap evaluasi dan analisis kredit 

Setelah formulir permohonan kredit diisi clan lengkap semua 

persyaratan yang telah ditentukan pihak bank, maka pihak bank akan 

melakukan evaluasi dan analisis kredit termasuk riset lapangan. Evaluasi dm 

analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah j d a h  kredit yang 

diajukan oleh calon nasabah &pat dipenuhi atau tidak oleh pihak bank, serta 

untuk mengetahui kebenaran tentang bidang usaha calon nasabah, kelancaran 

usaha dm batang-barang yang dijadikan jaminan. Tahap ini dapat dilakukan 



melalui pemeriksaan atau mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha 

atau rumah calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. 

Selain itu untuk mengetahui kelayakan usaha serta kemampuan calon 

nasabah untuk mengembalikm pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan, dapat diiihat melalui lima (5) kriteria atau yang terkenal 

dengan istilah "The 5 of Credit Analysis", yaitu Character, capital, capacity, 

collateral and condition of economy. 

Di dalam bab 3 Pasal6 Surat Keputusan Direksi BPR Candra Mukti 

Artha Yogyakarta Nomor 12/SK-DIR/IV2009 tentang Peraturan Agungan 

Kredit menyebutkan obyek yang &pat dijadikan jaminan khususnya jaminan 

fidusia adalah kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda 

ernpat atau lebih (truk gandeng)? - - 

Setiap ken- bermotor yang dijadikan sebagai agunan harm 

memenuhi syarat fonnil dan syarat materiil sebagai berikut : 

a. Syarat Formil 

1) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli. 

2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Nota Pajak 

yang masih berlaku dm tidak sedang dalam pengumsan. 

3) Milik Sendiri, apabila belum atas nama dalam BPKB dan STNK 

belum balik nama maka harus melampirkan kwitansi pembelian. 

P a d  6 Surat Keputusan Direksi BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta Nomor 12/SK- 
DIRm/2009 tentang Peraturan Agunan Kredit. 



4) Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh atas 

narna yang t e m g  di Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 

5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pernilik atas nama Bukti Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB). Apabila BPKB masih atas nama 

pe- wajib menyertakan surat bukti pelepasan. 

6) Hasil gesekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin, untuk kendaraan- 

kendaraan dari luar wilayah Yogyakarta pengecekan oleh SAMSAT/ 

pihak yang berwenang setempat. 

7) Buku KIR yang mash berlaku bagi kendaraan yang digunakan 

sebagai angkutan umum. 

b. Syarat Materiil 

1) Kondisi fisik kendaraan masih baik atau layak jalan. 

2) Bukan merupakan hasil tindak pidana dad atau tidak sedang 

tersangkut perkara perdata maupun perkara pidana. 

3) Usia kendamn bermotor : 

a) Untuk kendaraan berrnotor roda 4 (empat) tidak lebih 15 ( lima 

belas) tahun dari tahun berjalan. 

b) Untuk kendaraan berrnotor roda 4 (empat) tidak lebih 25 (dua 

puluh lirna) tahun dari tahun berjalan. 

3. Tahap realisasi atau pencairan kredit. 

Bank yang sudah merasa yakin dengan analisis yang dilakukannya, 

atau bank percaya akan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan 



kredit yang diterirnanya beserta segala kewajibannya, maka pihak bank akan 

mengabulkan permohonan kredit, baik seluruhnya atau sebagian. Tindak 

lanjut dari permohonan kredit tersebut ditandai dengan penandatanganan 

perjanjian kredit oleh pihak bank dan calon nasabah. Pihak bank akan 

membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta Notaris apabila kredit yang 

diberikan nasabah bernilai diatas Rp 5.000.000,00 tetapi apabila kredit yang 

diberikan kepada nasabah bernilai di bawah Rp 5.000.000,00 maka bentuk 

perjanjian kreditnya dalam bentuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh 

Notaris. 

B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit di BPR Candra 

Mukti Artha Yogyakarta 

Kredit dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak BPR Candra 

Mukti Artha Yogyakarta dengan nasabah, dan tiap-tiap perjanjian atau 

persetujuan menirnbulkan konsekuensi yang berupa hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang membuatnya untuk mentaati dan menjalani semua yang telah 

disepakati karena perjanjian yang dibuat secara sah. Ketentuan tersebut juga 

berlaku untuk perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh BPR Candra Mukti 

Artha Yogyakarta dengan nasabah. 

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penyerahan hak milik 

secara fidusia ini dilakukan dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut : 



1. Segala sesuatu yang diserahkan tersebut tinggal tetap dipegang oleh 

Penjamin akan tetapi mulai hari ini tidak lagi sebagai pemilik, melainkan 

sebagai Penjamin dari Bank. 

2. Penjamin dengan ini diberi kuasa oleh Bank, selama perjanjian hutang antara 

Debitur dengan Bank berlangsung untuk dan atas nama Bank, akan tetapi 

atas tanggungan dan resiko sepenuhnya ditanggung Penjamin, memakai dan 

mempergunakan barang tersebut sebagaimana layaknya sesuai dengan tujuan 

pengw-Ya- 

3. Penjamin wajib memelihara segala sesuatu yang diserahkan tersebut dengan 

sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas segala kerugian clan kerusakan 

atas barang tersebut, baik yang diakibatkan oleh kesalahan Penjamin maupun 

pihak lain. 

4. Semua biaya pemeliharaan dan pembetulan atas apa yang diserahkan tersebut 

termasuk pajak-pajak baik yang sekarang ada maupun yang dikemudian hari 

akan diadakan hams dipikul dan dibayar oleh Penjamin. 

5. Bank atau kuasanya setiap waktu berhak masuk ketempat segala sesuatu 

yang diserahkan tersebut untuk menyaksikan adanya atau keadaannya clan 

lagi Bank setiap walctu berhak untuk dan atas biaya Peminjam sepenuhnya 

melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang hams dilakukan oleh 

Penj amin bila Peminj am melalaikan kewaj ibanny a. 

6.  Peminjam diwajibkan mengasuransikan segala sesuatu yang diserahkan 



7. Apabila suatu waktu terjadi suatu persetujuan kredit antara Peminjam dengan 

Bank karena Peminjam lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya 

terhadap pihak Bank, maka Bank berhak dengan segera menguasai segala 

apa yang diserahkan dalam pemilikan Fiduciair tersebut, clan Bank ini 

diberikan kuasa penuh oleh PeminjamPenjamin untuk melakukan penjualan 

atas barang tersebut dengan cara lelang dan menurut kebiasaan untuk itu dan 

hasil bersih dari penjualan barang tersebut diperuntukkan bagi pembayaran 

kembali selwuh hutang Peminjam akan tetapi, Peminjam tetap diwajibkan 

membayar kekurangan bilamana pendapatan penjualan barang tersebut lebih 

rendahflrurang dari pokok hutang berikut bunga, denda, biaya dan lain- 

lainnya, sedangkan apabila lebii besar maka kelebihannya akan 

dikembalikan clanlatau diserahkan kepada PeminjamDenjarnin. 

8. Penyerahan Hak Milik yang diiyatakan dalam akta ini dilakukan dengan 

perjanjian bahwa, setelah Peminjam melunasi pinjamannya/hutangnya 

kepada Bank, maka Hak Milik atas segala sesuatu yang diserahkan tersebut, 

dengan sendirinya berpindah lagi kepada Peminjarn/Penjarnin. 

9. Apabila pihak PeminjWenjamin meninggal dunia, maka perjanjian ini 

dapat dilanjutkan oleh para ahli waris pihak PerninjandPenjarnin, asal saja 

para ahli waris bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjain 

ini. 

10. Semua biaya yang timbul akibat tidak ditepatinya perjanjian tersebut atas 

menjadi tqgungan dan harus dibayar oleh pihak PeminjandPenjamin. 



C. Penyelesaian Wanprestasi di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta 

Obyek di dalam perjanjian adalah prestasi. Prestasi itu sendiri adalah 

sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh 

debitur di dalam perjanjim. Jika di dalam perjanjian, prestasi tidak dapat dipenuhi 

sebagaimana yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan wanprestasi. 

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan 

prestasi oleh debitor. Apabila debitor tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, 

maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitor dapat 

beruPx6' 

1. Debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. 

2. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana mestinya. 

3. Debitor tidak melaksmakan kewajibannya pada waktunya. 

4. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. 

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitor untuk 

tidak mau mel-ya, maupua karena kelalaian debitor untuk ti& mau 

melaksanakamya. 

Subekti, 200 1, Pokok-pobk Hukum Perdata, Intemasa, Jakarta, hlm. 70. 



Dalam ha1 debitor lalai, maka kreditor dapat mernilih berbagai 

kemungkimm:62 

1. Kreditor dapat meminta pe1aksauaa.u perjanjian, meskipun pelaksanaan ini 

sudah terlambat. 

2. Kreditor dapat meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang 

dideritanya k a n a  perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau 

dilaksanakan tetapi tidak sebagimana mestinya. 

3. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian 

kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan 

perjanjian. 

4. Dalam ha1 suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian 

satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk merninta pa& 

hakim supaya perjanjian dibatalkan atau diakhiri, disertai dengan permintaan 

penggantian kerugian. 

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

Wanprestatie, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan 

dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul 

karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu, ada dua kemungkinan 

alasan, yaitu: 

62 Gunawan Widjaja dm Kartini, 2003, Sen' Hukum PeriKatanyang Lahir dan' Undang- 
Undang, Raja Grafindo Persada, hlm, 147. 



1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun dari kelalaian. 

2. Karena adanya keadaan mamaksa (force majeure), jadi di luar kemampuan 

debitur dan debitur tidak be r~a lah .~~  

Adanya pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah suatu 

keadaan di mana debitur ti& dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa 

yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur atau 

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya dm dilakukan tidak 

menurut yang selayaknya Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam 

keadaan wanprestasi apabila dalam malakukan pelaksanaan prestasi perjanjian 

telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam 

mel- prestasi tidak menurut sepatutnya atau ~ e l a ~ a k n ~ a . ~ ~  

Tanpa melihat apakah si penerima sebelum penyerahan sudah menjadi 

pemilik dari be& yang diserahkan oleh debitur ataukah ia atas dasar penyerahan 

justru baru akan menjadi pemilik, kreditur selalu berhak uutuk menuntut 

pemenuhan prestasi debitur. Hanya saja, kalau kreditur memang sejak semula 

sudah menjadi pemilik benda itu dan penyerahan hanya akan mengembalikan 

benda itu kedalarn kekuasaannya, maka kreditur mempunyai dua macam hak 

untuk menuntut, yaitu hak tuntut pribadi yang muucul dari perjanjian yang ditutup 

antara kreditur dan debitur, serta hak tuntut kebendaan atas dasar hak miliknya. 

63 Abdulkadir Muhammad, 1992, Hubm Perikdan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20. 

Yahya Harahap, 1986, SegiSegi Hubm Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 60. 



Dalam peristiwa ini, kreditur selalu dapat rnengharapkan adanya eksekusi riil atas 

kewajiban penyerahan oleh si debitur. 

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya 

atau dilakukan tidak menurut selayaknya Seorang debitur disebutkan clan betada 

dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi 

perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau 

dalam rnelaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atall selayaknya. Lalai 

bisa timbul akibat kesalahan rnaupun kesengajaan seorang debitur. 

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) rnacam, yaitu:65 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi &an dilakukan. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikan. 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Didalam kenyataan, sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak 

memenuhi perjanjian, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak- 

pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan 

didalam perjanjian di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, 

cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya. 

65 Endang Heriyani, 1999, Diklat kuliah Hukum Perdata, FH UMY, Yogyakarta, hlm.50. 



Pasal 1236 KUHPerdata mengatakan bahwa, Si berhutang adalah wajib 

untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia 

telah membawa dirinya dalam keadaan tidab mampu untuk menyemhkan 

bendanya, atau telah fidak merawat sepatutnya gum menyelafnatkannya 

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah 

bahwa Wtur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dm bunga ymg 

dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang- 

Undang menentukan bahwa d e b i h  hams terlebih dahulu dinyatakan berada 

dalam keadaan lalai. Maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau 

pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi 

prestasi. Apabila saat ini dilampauinya maka debitur ingkar janji ( ~ a n ~ r e s t a s i ) . ~ ~  

Selain itu juga, kata-kata dalam Pasal 1236 menunjukkan bahwa 

kewajiban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga baru ada, kalau debitur 

mempunyai kesalahan. Debitur mempunyai kesalahan sehingga ia tidak mampu 

lagi memenuhi kewajiban penyerahannya atau sehingga benda prestasinya tidak 

dapat terhindar dari kerugian. Kesalahan disini adalah kesalahan yang 

menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada 

unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri 

debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 

66 Mariam Darus Badrulzaman et al, 2001, Kompifai H u h  Perikatan, Baudung, Ciba 
Aditya Bakti, hlm. 19. 



Dalam ha1 ada kesengajaan, rnaka timbul kerugian memang 

dikehendaki, bahwa disini orang melakukan suatu tindakan atau mengarnbil suatu 

sikap yang menimbulkan kerugian, memang diniati atau dikehendaki. Pada 

prinsipnya orang bertanggungiawab atas kerugian yang timbul karena 

kesalahannya, bahkan orang bertanggundawab atas kerugian yang timbul karena 

kesalahan orang bawahannya d m  orang yang menjadi t a t ~ ~ ~ u n d a w a b n ~ a . ~ ~  

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, orang bebas untuk memperluas 

atau mempersempit tanggungjawabnya terhadap kerugian karena salahnya. 

Namun terhadap kemungkinan debitur untuk mengesampingkan memikul resiko 

kerugian, debitur boleh rnemjxrjanjikan agar ia tidak dibenarkan untuk 

memperjanjikan pembebasan dari penggantian kerugian yang muncul karena 

kesengajaaii. 

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar, pihak BPR Candra Mukti 

Artha langsung melakukan upaya-upaya pengendalian. BPR Candra Mukti Artha 

mencari sumber permasalahannya mengapa nasabah tidak dapat mengangsur atas 

hutang-hutangnya tersebut. Misalnya saja usahanya sedang lesu, benar-benar 

tidak mampu membayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak 

berat atau hilang. 

Suami atau istri atau ahli waris dari nasabah tetap diminta untuk 

menyelesaikan hutangnya kalau ti& mampu melanjutkan kredit. Yang 

bersangkutan diminta untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh pihak 

67 J. Satrio, 1993, H u b  Perikutan, Perikutan Pada Umumnya, Bandung, Alumni, hlm. 96. 



BPR Candra Mukti Artha sebagai pelunasan atas hutang-hutangnya. Apabila 

ketidak lancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, 

maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk 

tetap mengangsur atau melunasi hutang-hutangnya. Selain itu juga, bila ketidak 

lancaran angsuran merupakan akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan, 

maka nasabah diminta mengganti barang yang dijadikan jarninan dengan barang 

jaminan yang baru dan nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 

kreditnya sampai dengan lunas. Jika nasabah tidak bisa melunasi hutang- 

hutangnya maka akan dilakukan eksekusi atau penyitaan terhadap barang 

j aminan. 

Sebelum dilaksanakan eksekusi atau penyitaan terhadap b m g  jaminan 

atas hutang-hutang nasabah, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 

sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sampai dengan jatuh tempo, terlebih 

Wulu pihak BPR Candra Mukti Artha harm memberikan somasi (surat 

peringatan) terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali6', yaitu: 

1. Somasi (surat peringatan) I 

Somasi (surat peringatan) I ini diberikan kepada nasabah 

(debitur) 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo angsuran terakhir atau 

setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak rnelakukan angsuran. Hal ini 

dilakukan apabila nasabah (debitur) mempalihatkan gejala tidak 

- 

" Wawancara dengan Bapak Nurahhman, SH, Staff BPR Candra Mukti Artha di Yogyakarta, 
pada tanggal 17 September 2009. 



dapat membayar angsuran, maka diadakan pendekatan terhadap 

nasabah (debitur) agar bersedia memenuhi kewajibannya. 

2. Somasi (surat peringatan) I1 

Somasi (surat peringatan) I1 diberikan kepada nasabah 

(debitur), dalam ha1 nasabah (debitur) tetap tidak membayar 

a n g s m  setelah 7 (tujuh) hari dari surat peringatan (somasi) I. Ini 

bertujuan untuk menegaskan kembali agar nasabah (debitur) 

memenuhi kewajibannya membayar angsuran berikut bunganya. 

3. Somasi (surat peringatan) III 

Somasi (surat perhigatan) III diberikan kepada nasabah 

(debitur), dalam ha1 nasabah (debitur) tetap tidak mempunyai itikad 

baik untuk membayar angsuran 7 (tujuh) hari dari somasi (surat 

peringatan) II. Hal ini merupakan somasi (swat peringatan) terakhir 

dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, 

Setelah diberikan somasi (Surat Peringatan) I11 dm sudah memenuhi 

syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan Maim 

asuransi, akan dilakukan proses penyitaan atau eksekusi terhadap barang jaminan 

dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia untuk pinjaman ymg dicbfbrkan ke Kantor Wilayah 

Departemen Kehakhan clan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 

yaitu: 



1. Apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan 

dengan cam penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. 

2. Pe1akmaa.n penjualan sebagaimana diiaksud diatas dilakukan 

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis 

oleh pemberi clan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat 

kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 

D. Perhdungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia (menurut Undang- 

Undang Jamhain Fidusia dan Perjajian) 

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur 

adalah dengan mengadakan lembaga pendaftam fidusia clan tujuan pendaftaran 

itu tidak lain adalah mtuk menjamin kepentingan dari pihak yang rnenerima 

fidusia. Disamping itu, di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia berisi mengenai larangan pemberi fidusia untuk 

memfidusiakan ulang dan juga di dalarn Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa pemberi fidusia 

tidak diperbolehkan untuk mengaljhkan, menggadaikan atau menyewakan benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut 

sangat melindungi kepentingan laeditor sebagai penerima fidusia, 



Untuk memberikan kepastian hukum pihak BPR Candra Mukti Artha 

Yogyakarta mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan 

pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kewajiban 

ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan 

fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, 

s e r t i h t  penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni 

mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan tetap. 

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima 

fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran 

jaminan fidusia, yang memuat: 

a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. 

b. b jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia. 

c. Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departernen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwa benda yang telah didaftarkan 

sebagai objek jaminan fidusia adalah adanya sertifikat jaminan fidusia. 

Di dalarn ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia tidak disebutkan cara eksekusi fidusia melalui gugatan 

biasa.. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa gugatan biasa tidak dapat 

dilakukan untuk mengeksekusi fidusia dalam ha1 debitor pemberi fidusia 



wanprestasi. Apabila lcreditor menggunakan gugatan biasa ke Pengadilan, maka 

dasar gugatan yang dapat diajukan adalah bahwa pihak debitor telah melakukan 

pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor penerima fidusia. Yang 

dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan 

dalam rangka kegiatan usaha. (penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jamb ~ i d u s i a ) . ~ ~  

Bila nasabah sudah benar-benar tidak dapat melaksanakan segala 

kewajibannya, maka nasabah harus merelakan barang yang dijadikan jaminan 

kreditnya untuk dijual demi pelunasan hutangnya. Seperti yang ada dalarn 

Perjanjian Kreditnya, yaitu : "Apabila suatu w&tu terjadi suatu persetujuan kredit 

antara Peminjam dengan Bank karena Peminjam lalai atau tidak mampu 

memeziuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, maka Bank bahak dengan segera 

menguasai segala apa yang diserahkan dalam pernilikan Fiduciair tersebut, dan 

Bank ini diberikan lcuasa pen& oleh Peminjdenjamin untuk melhkan  

penjualan atas barang tersebut dengan cara lelang dan menurut kebiasaan untuk 

itu dm hasil bersih dari penjualan barang tersebut diperuntukkan bagi 

pembayaran kembali seluruh hutang Perninjam akan tetapi, Peminjam tetap 

diwajibkan membayar kekurangan bilamana pendapatari penjualan barang 

tersebut lebih rendah/kurang dari pokok hutang berikut bunga, denda, biaya dan 

lain-lainnya, sedangkan apabila lebih besar maka kelebihannya akan 

dikembalikan dan/atau diserahkan kepada PeminjamPenjamin". Berikut ini, 



nasabah yang tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit, 

sehingga barang jaminannya dijual untuk pelunasan hutangnya. 

1. Tuan A , berdomisili di Godean, perninjaman kredit dengan jaminan fidusia 

di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dm barang yang dijaminkan adalah 

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mazdal323 NB, tahun 

1988, Nopol H 7954 VA, Nomor rangka BFlOE2ME 01001 9, Nomor mesh 

E 5676478, Nomor BPKB 76031961, atas nama Tuan B. Dengan 

memanfaatkan fasilitas kredit umum. Debitor mendapat kredit dari BPR 

Candra Mukti Artha Yogyakarta sebesar Rp 18.500.000,- dengan perincian, 

masa angsuran 24 bulan, bunga 2,77 % per bulan, angsuran tiap bulan (pokok 

+ bunga) Rp 1.283.283,33,- dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor 

roda empat merk Mazdal323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, Nomor 

rangka BFlOE2ME 010019, Nomor mesh E 5676478, Nomor BPKB 

7603 1961, atas nama Tuan B. Debitor menerima kredit bulan April 2002,2 

bulan pertama yaitu bulan Mei dan Juni debitor dapat membayar angsuran 

pokok + bunga, sedangkan untuk bulan Juli, Agustus, dan September debitor 

tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga. Karena debitor sudah 

tidak dapat memenuhi segala kewajibannya, maka barang jaminan dijual 

untuk pelunasan utangnya. Barang jaminan tersebut dijual dan laku dengan 

harga Rp 38.500.000,- dimana transaksi penjualan dilakukan di BPR Candra 

Mukti Artha Yogyakarta, pembeli barang jaminan dicari sendiri oleh debitor 

dan pihak bank bertindak sebagai saksi. Namun dari total keselutuhannya 



(angsuran pokok + bunga + denda) sebesar Rp. 58.140.843,-. Dalam 

melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan saja pihak BPR 

Candra Mukti Artha Yogyakarta harus menunggu waktu kurang lebih 2 (dua) 

tahun, karena dari pihak debitor melakukan perlawanan pada saat proses 

eksekusi. 

2. Tuan B, berdomisili di Tegalgendu, perninjaman kredit dengan jaminan 

fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dan barang yang dijaminkan 

adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha RX King, 

tahun 2003, Nopol AB 4123 FS, Nomor rangka MH35TL0036K20500, 

Nomor mesin 5TL205200, Nomor BPKB 6667741 I, atas nama Tuan B. 

Dengan memanfaatkan fasilitas kredit mum. Debitor mendapat kredit dari 

BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta sebesar Rp 8.750.000,- dengan 

perincian, masa angsuran 12 bulan, bunga 2,77 % per bulan, angsuran tiap 

bulan (pokok + bunga) Rp 225.750,- dengan jaminan 1 (satu) unit kendaman 

bermotor roda dua merk Yamaha RX King, tahun 2003, Nopol AB 4123 FS, 

Nomor rangka MH35TL0036K20500, Nomor mesin 5TL205200, Nomor 

BPKB 6667741 I, atas narna Tuan B. Debitor menerima kredit bulan Mei 

2004, 2 bulan pertma yaitu bulan Juni dai~ Juli debitor dapat membayar 

angsuran pokok + bunga, sedangkan untuk bulan Agustus, September dan 

Oktober debitor tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga. Karena 

debitor sudah tidak dapat memenuhi segala kewajibannya, maka barang 

jaminan dijual atau dilelang untuk pelunasan utangnya. Namun pada saat 



dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut, tidak ada pada pihak 

debitor. Dan pihak debitor melarikan diri bersama barang yang dijaminkan. 

Contoh-contoh kasus yang telah diuraikan dia atas, merupakan tindakan 

pesuatif yang dilakukan pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta untuk 

mencapai perdamaian dengan debitur. Dalam penyelesaian kredit macet BPR 

Candra Mukti Artha Yogyakarta, sebisa mungkin menghindari penyelesaian 

kredit macet melalui jalur hukum, seperti melalui Pengadilan Negeri atau melalui 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pada perjanjian jaminan fidusia, yang diberikan oleh debitor masih menjadi 

(dikuasai) pemilik jaminan (debitor). Tetapi untuk menjamin kepastian hukum 

bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi M m s i a  Daerah 

Istimewa Yogyakarta Selanjutnya kreditor akan memperoleh sertifikat 

jaminan fidusia krirah-irah ''Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa". Dengan dernikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung 

apabila debitor melakukan pelanggaran perjmjian fidusia kepada ktedit~r 

(parate eksekusi), sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

J a m b n  Fidusia. 

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar, pihak BPR Candra Mukti Artha 

Yogyakarta lmgsung melakukan upaya-upaya pengendalian. BPR Candra 

Mukti Artha Yogyakarta mencari sumber permasalahannya mengapa nasabah 

tidak dapat mengangsur atas utang-utangnya tersebut. Misalnya saja usahanya 

sedang lesu, benar-benar tidak m a m p  membayar, nasabahnya meninggal 

dunia, batslng jaminan rusak bemt atau hilmg. 

Suami atau istri atau ahli waris dari nasabah tetap diminta untuk 

menyelesaikan hutangnya kalau tidak mampu melanjutkaa kredit. Yang 



bersangkutan diminta untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh 

pihak BPR Candra Mukti Artha sebagai pelunasan atas hutang-hutangnya. 

Apabila ketidak lancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan 

rneninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang 

bersangkutan untuk tetap mengangsur atau melunasi hutang-hutangnya. Selain 

itu juga, bila ketidak lancaran angsuran merupakan akibat dari rusak atau 

hilangnya barang jaminan, maka nasabah 6 t a  mengganti barang yang 

dijadikan jaminan dengan barang jaminan yang barn dan nasabah tetap 

berkewajiban untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Jika 

nasabah tidak bisa melunasi hutang-hutangnya maka akan dilakukan eksekusi 

atau penyitaan terhadap barang jaminan. 

2. Dalam melepaskan kreditnya kepada nasabah, BPR Candra Mukti Artha 

Yogyakarta sering menemui beberapa masalah. Permasalahan yang sering 

terjadi adalah nasabah tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

mengembalikan kredit yang telah diajukannya Untuk mengatasi ha1 tersebut 

maka BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta mengambil langkah melalui dua 

cara, yaitu: 

a. Penyelesaia kredit macet secara damai. 

b. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum. 



B. Saran 

1. Dalam proses penjaminan terhadap objek pembiayaan yang dilakukan secara 

fidusia oleh BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, hams didaftarkan pada 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah 

Istimewa Yogyakarta, haI ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukurn 

dan keamanan pada kedua belah pihak. 

2. Untuk jaminan fidusia hendaknya BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta tetap 

mengambil pelunasan kredit dengan menggunakan juru tagih sepanjang jum 

tagih tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. 
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